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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat
Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 49 Prp Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No.156, TLN
No0.2104), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN N0.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN
Tahun 2004 No.5, TLN No0.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN
No0.4916), PP 14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.31, TLN No.4488) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PP 35 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.201, TLN
No0.6119), PP 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.42, TLN No.6322), Perpres Rl 57 Tahun
2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.
1031).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Piutang Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi Piutang Daerah pada
Pemerintah Daerah, bendahara umum daerah, badan layanan umum daerah, dan
piutang retribusi daerah, dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan
pengurusannya kepada PUPN. Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat
diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas Piutang Daerah dengan jumlah sisa
kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang
atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak
mempunyai nilai ekonomis atau Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk
diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Piutang Daerah dengan kategori macet yang
tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN adalah Piutang
Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum. Penghapusan Secara
Bersyarat atau Mutlak sesuai Peraturan Menteri ini meliputi penghapusan Piutang
Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Kewenangan
menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak terhadap Piutang Daerah
yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dilakukan oleh
Gubernur/Bupati/Wali Kota untukjumlah sampai dengan RpS.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) dan Gubernur /Bupati/Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah masing-masing untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Piutang Daerah yang telah diurus oleh
PUPN sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dengan jumlah penyerahan paling
banyak Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dan
tidak ada Barang Jaminan, atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis, tetap
diurus oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan
piutang negara.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 September 2022 dan diundangkan
pada tanggal 16 September 2022.

- Lampiran halaman 16- 21.



